KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 067 / 472 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

: a.bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber

penerimaan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk
membiayai jalannya pemerintahan serta pelaksanaan
pembangunan daerah;

.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah dan dalam rangka optimalisasi penerimaan
pendapatan daerah dari sektor pajak, perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan
Pajak Daerah Di Kabupaten Demak;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Demak Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

4.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga
Listril;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

11.

132.

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

13. Keputusan Bupati Demak Nomor 970/99 Tahun 2024

tentang Penunjukan Perangkat Daerah Sebagai Pengelola
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

: Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah di

Kabupaten Demak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan darli Reputusan

Bupati ini.

: Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah di

Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
meliputi;

a, SOP Pendaftaran Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD

b. 80P Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah



KETIGA

c. SOP Peninjauan Kembali Perkiraan Harga Tanah pada
Aplikasi melalui Sistem Informasi Pendapatan Daerah
(SIPANDA)

d. SOP Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pelayanan
BPHTB

e. SOP Penilaian Tanah .Jalan Tol Untuk PBB-P2

f. SOP Pelayanan BPHTB melalui Sistem Informasi
Pendapatan Daerah (SIPANDA)

g. Pembayaran Pajak Daerah Online | Pajak Reklame dan
Pajak Air tanah )

h. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah

i. SOP Penertiban Pajak Reklame

j. SOP Penyelesaian Keberatan PBB-P2

k. SOP Pelayanan Karcis Retribusi / Benda Berharga

1. SOP Pembatalan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah

m. SOP Penghentian Surat Ketetapan Pajak Daerah

n. SOP Pelayanan Cetak Peta Blok PBB - P2

0. SOP Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

p. SOP Pengawasan Pemungutan PBB - P2

q. SOP Prosedur Pengurangan BPHTB

r. SOP Pengurangan atau Penghapusan Denda Administrasi

8. SOP Mckanisme Update Berkala Data Wajib Pajak

t. SOP Penagihan Piutang Pajak Daerah

u. SOP Pemungutan dan Penelitian SSPD Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terintegrasi dengan
Perubahan Data PBB P2

v. SOP Pembetulan SPPT

w.S0P Pembatalan SPPT

x. SOP Pemberian Informasi PBB-P2

y. SOP Mutasi Obyek/Subyek Pajak PBB - P2

z. SOP Penundaan Jatuh Tempo

aa. SOP Pemungutan Pajak Daerah Official Assesment

(Penerbitan SKFD dan SSPD)

ab. SOP Pemungutan Pajak Daerah Self Assesment (Penerbitan

SSPD)

ac. SOP Pengurangan PBB-P2
ad. SOP Pelayanan Salinan SPPT

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini

sepanjang mengenai teknis Pengelolaan Pajak Daerah diatur
lebih lanjut dalam Standar Pelayanan Publik pada Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak selaku Perangkat Daerah yang ditunjuk
Scbagai Pengelola Pajak Dacrah di Kabupaten Demak.



KEEMPAT

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Agustus 2024

BUPATI DEMAK,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK

NOMOR 971 / 472 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN DEMAK

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN DEMAK



PEMERINTAH KABUFPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASBET DAERAH

Nomor SOP : 001 /S0F /|BPEPAD
Tgl. Pembuatan x
Tel. Revisi
Tel. Efektif
o
Disahkan oleh : |
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Nama SOP : BOP Pendaftaran Pajak
Daerah dan Penerbitan NPWPD

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 15 Taehun 2004
tentang Pemeriksaan  Pengelolesan  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara,;

b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaesn Keuangan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tenteng Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cemak;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2. Kualifikasi Pelaksana

3. Keterkaitan
Apabila. proses terhambat  akan  terjadi
keterlambatan Pendaftaran Pajak Dasrah dan
Penerbitan NFWPD

4. Peralatan /Perlengkapan
a. Komputer
b. Printer
C. Scanner
d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan
Apahila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pendaftaran Pajak Daerah dan
Penerbitan NFWPD

6. Pencatatan dan Pendatann
a. Melakukan prosedur sesuai SOF;
b. Mengarsip dokumen




Pendaftaran Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP : 002 /S0P /BPKPAD
Tgl. Pembuatan 2
Tgl. Revisi
Tel Efelctifl
Disahkan oleh |
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Nama S0P : S0P Penilaian dan
Penetapan PEBB-P2

1. Dasar Hukum

a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
teritang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengeiolaan Keuangan Dacrah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tehun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

e, Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

I. Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 77
Tahunm 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g Peraturan Daerah Eabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan  Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak;

h. Peraturan Deerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daecrah dan
Retribusi Daerah;

2. Kualifikasi Pelaksana
a. Memahemi peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolaan
Keuangan dan Perpajakan
b. Mampu mengoperasikan
perangkat teknologi informasi /IT.

3. Keterkaitan
Apablla proses {erhambat akan terjadi
keterlambatan Penilaian dan Penetapan PBB-
P2

4. Peralatan/Perlengkapan
8. Komputer
b. Printer
c. Scanner
d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Penilaian dan Penetapan PEB-F2

6. Pencatatan dan Pendataan
i Melakukan prosedur sesuai SOP,;
b. Mengarsip dokumen




Penilaian dan Penetapan PBB-P2
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Nomor SOP : 003 /S0P /BPKPAD
(rras Tgl. Pembuatan '
Tgl. Revisi
Tgl. Efeltif
Disahkan aleh :
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BUPATI DEMAK,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
dr. Hj. EISTTANAH, S.E.
Nama SOF: S0P Peninjauan Kembali
Perkiraan Hargs Tanah pada Aplikasi
melalui Sistemn Informasi Pendapatan
Daerah [SIPANDA]
1. Dasar Hukum 2. Kualifikasi Pelaksana
a. Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2004 ¢. Memahami peraturan perundang —
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan undangan tentang Pengelolaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara; Keuangan dan Perpajakan
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 d. Mampu
| tentang Hubungan Keuangan Pemerintah teknologi informasi /IT.
Pusat dan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;
2. Peraturan Pemerintah Hntnm- 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
g Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daesrah Eabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Darrah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daeral EKabupaten
Demak;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
3. Keterkaitan 4. Peralatan/Perlengkapan
Apabila proses terhambat akan terjadi &, Komputer
keterlambatan  Peninjauan Kembali Perkiraan f. Printer
Harga Tanah pada Aplikasi melalui Sistem g Scanner
Informasi Pendapatan Daerah (SIPANDA) h. Alat Tulis Kantor
5. Peringatan 6. Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses terhambat akan terjadi ¢. Melakukan prosedur sesuai S8OP;
keterlambatan Peninjauan Kembali Perkiraan d. Mengarsip dokumen
Harga Tanah pada Aplikasi melalui Sistem
Informasi Pendapatan Daerah {SIPANDA)
I




Peninjauan Kembali Perkiraan Harga Tanah pada Aplikasi melalui Sistem Informasi
Pendapatan Daerah (SIPANDA)
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

“Nomor SOP

- D04/SOP /BPKPAD
Tgl. Pembuatan :

Tgl. Revisi
Tgl. Efektil

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,

dr. H). EISTI'ANAH, S.E.

Nama SOP:  SOP Penggunaan Tanda
Empn Elektronik pada Pelayanan

1. Dasar Hukum

b.

Unduu.;-ﬂnd;l.n: Nomor 15 Tahunm 2004
Pemeriksasn  Pengelolaan dan
Tmﬂunsdmh Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuengen Pemerintah
Pusat dan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tehun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ¥7
Tahun 2020 tentang Pedoman Telmis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perengkat Daermh Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ates
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomaor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Busunan Perangkat Daerah EKabupaten
Demak;

. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor

12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dasah

a. Memahami peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolaan
Keuangan dan Perpajakan

b, Mampu mengoperasikan
perangkat teknologi informasi /T,

Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Penggunaan Tanda Tangan
Elektronik pada Pelayanan BPHTB

3. Keterkaitan 4. Peralatan / Perlengkapan
Apabila proses terhambat akan teradi a. EKomputsr
keterlambatan Penggunaan Tanda Tangan b. Printer
Elektronik pada Pelavanan BPHTB ¢, Scanner

d. Alat Tulis Kantor
5. Peringatan 6. Pencatatan dan Pendataan

a. Melakukan prosedur sesual SOF;
b. Mengarsip dokumen




Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pelayanan BPHTB
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomar SOP : 005/S0P /BPKPAD
Tgl. Pembuatan 1
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTTANAH, S.E.

Mama S0P : S0P Penilaian Tanah
Jalan Tol Untuk PREB-P2

L

Dasar Hukum

a, Undang-Undang Nomor
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 1 Tehun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pemungutan Pejak Barang dan Jasa

Tertentu atas Tenaga Listrik;

Peraturen Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

tentang Ketentuan Umum Pgjak Daerah dan

Retribusi Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Demak sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daesrah Kabupaten Demak Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daesrah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Busunan Perangkat Daesrah Kabupaten

Demal:;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor

12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2, Kualifikasi Pelaksana
a. Memahami peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolaan
Keuangan dan Perpajakan
b. Mampu mengoperasikan
perangkat teknologl informasi/IT.

| 3. Keterkaitan 4. Peralatan | Perlengkapan
Apabila proses terhambat akan terjadi a. Komputer
keterlambatan Penilaian Tanah Jalan Tol b. Printer
Untuk PBB-P2 €. Scanner
d. Alat Tulis Kantor
5. Peringatan 6. Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Penilajan Tanah Jalan Tol Untuk
rPBB-P2

a. Melakukan prosedur sesuai S0P,
b, Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP : 006/ SOP /BPKPAD
Tgl. Pembuatan ]
Tgl Revisi
Tgl. Efektif
 Disahkan oleh :
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Nama SOP : S0P Pelayanan BPHTB
melalui Sistemn Informasi Pendapatan
Daerah (SIPANDA)

1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang MNemor 15 Tahun 2004
ten Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan HKeuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Momor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

e, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah,;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daernh;

g Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Deerah Eabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Deerah Eabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkal Dasrah Kabupaten
Demak;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tehun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah:

2. Kualifikasi Pelaksana
a. Memahami peraturan psrundang —
undangan tentang Pengelolaan
Keuangan dan Perpajakan
b. Mampu mengoperasikan perangkat
teknologl informasi /IT.

3. Keterkaitan
Apabila proses terhambat akean  terjadi
keterlambatan Pelayanan BPHTB melalui

Sistemn Informasi Pendapatan Dasrah (SIPANDA)

4. Peralatan/ Perlengkapan
&, Komputer
b. Printer
. Seanner
d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan
Apabila proses terhambat akan terjudi
keterlambatan Pelayanan BPFHTB melalui
Sistem Informasi Pendapatan Daerah [SIPANDA)

6. Pencatatan dan Pendataan
a. Melakukan prosedur sesual S0P;

b. Mengarsip dokumen




Pelayanan BPHTB melalui Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPANDA)

Fuiazazasan For Aarkas Huin Bamn
EEGLATAN N m
BFHTE & WANTY oUTPFET
FENBATLE
L)
m— YD &
TN P SN o]
F*’"’*
R e b
i TaEIP SFTD
L FED-T]
b G o-Sei Rl Hibs
BB
i~ =
124 e s " ,.,?:_‘
vl
‘_“a-*ﬁ-
D EPNTE & Vs
e tharl | ibiling
B i g b T
' Bats | Sutattands
b b Ml T T “ “
PR  AFETH
ik EE 1-1 Fari ™
L EoWScinh o ghae v
o TRl
Yok 900 v i # TE s e Hi:m




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP - 007/SOP /BPKPAD
Tgl. Pembuatan | :

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif

Disahkan oleh :
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Nama SOP : S0P Pembayvaran Pajak
Daerah Online [ Pajak Reklame dan Pajak
Air tanah |

1. Dasar Hukum

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksasn  Pengelolaan  dan
Tanggung Jawah Keuangan Negara;,

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tehun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

e, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Dasrah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g Peraturan Deerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tmtana Pembentukan dan
Susunan Daerah  Kabupaten
Demak lebap.nnma telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah KEabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Peranghat Daerah Kabupaten
Demak;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

2. Kunlifikasi Pelakaana

l Retribusi Daerah;

3. Keterkaitan
Apabilan prses terhambat  akan  terjadi
keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah

Online | Pajak Reklame dan Pajak Air tanah |

4. Peralatan Perlengkapan
&, Komputer
b. Printer
c. Scanner
d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah
Online | Pajak Reklame dan Pajak Adr tanah |

6. Pencalatan dan Pendataan
. Melakukan prosedur sesual S0P,
b, Mengarsip doloumen




Pembaysran Pajak Daerah Online | Pajak Reklame dan Pajak Air tanah )
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

MNomaor S0P
Tgl. Pembuatan
Tal. Revisi

Tgl. Efelktif

- 008/ SOF /BPKPAD

Disahkan ocleh :
BUPATI DEMAK,

dr. Hi. EISTIANAH, S.E.

Nama S0P :
Daesrah

S0P Pemeriksaan Pajak

1. Dasar Hukoam

. Undang-Undang Nomor 1

. Undang-Undang Nomor 15 Tahunm 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangen Pemerintah
Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolann Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomeor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kebupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Deerah Kabupaten
Demal;

. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor

12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daeral:

a. Memahami peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolpan
Keuangan dan Perpajakan

b, Mampu mengoperasikan
perangkat teknologi informasi /1T,

3. Keterkaitan

Apabila

proses terhambat akan terjadi

keterlambatan Pemeriksaan Pajak Daesrah

4. Peralatan /Perlengkapan
a. Kompuler
b. Printer

d. Alat Tulis Kantor

. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pemeriksaan Pajak Daerah

6. Pencatatan dan Pendataan
a. Melakukan prosedur sesunl SOP;
b, Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tel. Revisi

Tel. Efektif

: 009/S0OF [BPKPAD

Disahkan oleh

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Nama SOP : SOP Penertiban Pajak
Rekiame
1. Dasar Hukum 2, Kualifikasi Pelaksana
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 4. Memahami peraturan perundang -
tentang Pemeriksaan  Pengelolaan dan undangan tentang Pengelolaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara; Keuangan dan Perpajakan

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2042
tentang Hubungan HKevangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolean Keuangan Dasrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tehun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak;

Pmﬁnu;n Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tehun 2023 tentang Pajak Daerah dan

perangkat teknologi informasi /IT,

Retribusi Daerah;

. Keterkaitan 4. Peralatan/Perlengkapan
Apabila proses terhambat akan terjadi a. Komputer
keterlambatan Penertiban Pajak Reklame b, Printer

¢ Scanner

d. Alat Tulis Kantor

. Peringatan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Penertiban Pajak Reklame

6. Pencatatan dan Pendataan
a. Melakukan prosedur sesuai S0OP;
b. Mengarsip dokumen
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Nomor SOP : D10/80P /BPEPAD
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi
Tgl. Efekiif
Disahkan aleh

PEMERINTAH EABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.
Nama S0P ; S0P Penyelesaian
Keberatan PEB-P2
l. Dasar Hukum 2. Kunlifikasi Pelaksana

A

. Undang-Undang Nomor

Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2004
tentang Pemerksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

1 Tehun 2023
tentang Hubungan Keruangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahum 2023

tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

tentang Ketentuan Umuam Pajak Dasrah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Wegeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolnan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahunm 2020 tentang Perubshan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak;

. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor

12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

&. Memahami peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolaan
Keuangan dan Perpajakan

b. Mampu
teknolog informasi/ IT.

. Keterkaitan
Apabila proses terhambat

akan terjadi

keterlambatan Penvelesaian Keberatan PBE-P2

4, Peralatan ( Perlenglapan
a. Kompiiter
b, Printer
. Scanner
d. Alat Tulis Kantar

Peringatan
Apabila proses terhambat akan terjadi

keterlambatan Penyelesaian Keberatan PBB-P2

6. Pencatatan dan Pendataan
8. Melakukan prosedur sesuai SOF;
b. Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Momar SOP
Tgl. Pembuatan
Tel Revisi

Tgl. Efektif

1011 /30F fBPEPAD

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTIANAH, S.E,

Nama SOP : S0P Pelayanan Karcis
Retribusi / Benda Berharga

1. Dmsar Hukum

a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolean dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Taehun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Deerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

e, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Dasrah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 fentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah HKabupaten
Demak sebagaimana telah diubabh dengan
Peraturan Daerah Eabupaten Demak Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dasrah Eabupaten Demak Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Deerah dan

2. Kunlifikesi Pelaksana
8. Memahami peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolann
Keuangan dan Perpajakan
b, Mampu mengoperasikan peranghkat
teknologi informasi /T,

Retribusi Daerah:

3. Keterkaitan 4. Peralatan /Perlengkapan
Apabila proses terhambai akan i a. Komputer
keterlambatan Pelayanan Karcis Retribusi |/ b. Printer
Benda Berharga c. Scanner

d. Alat Tulis Kantor

5. Permgatan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keteriambatan  Pelayvanan Karcis Retribusi [
Benida Berhurga

6. Pencatatan dan Pendataan
a. Melakukan prosedur sesuai SOF;
b. Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomar SOP - 012/S0P |BPKPAD
Tgl. Pembuatan | :
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh :
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S5.E,

Nama SOP : S0P Pembatalan
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah

1. Dasar Hukum

i, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 32004
tentang Pemeriksaan  Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 3023
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tehun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

g, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

[, Peraturan Menter] Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Dasrah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Busunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dasrmah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dasrah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak;

h. Peraturan Dasrah Eabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daeral dan
Retribusi Dasrah;

' teknologi informast/TT,

3. Keterkaitan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pelayanan Karcis Retribusi [
Benda Berharga

4, Peralatan /Perlengkapan
&. RKomputer
b. Printer
¢, Scanner
d. Alat Tulis Kantor

5. Pernngatan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pelayanan Karcis Retribusi /
Benda Berhargn

6, Pencatatan dan Pendataan
c. Melakukan prosedur sesuai SOF;

d. Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomar SOP : 013/50P /BPEKFAD
Tgl. Pembuatan '
Tel. Revisi
Tel. Efektif
Dizahkan aleh !
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Nama SOP : S0P Pembatalan atau
Penghentian Surat Ketetapan Pajak Daerah

. Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan  Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Dacrah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

Peraturan Pemerinteh Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Prjak Dacrah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 fentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dasrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 fentang Perubahan Alas
Peraturan Daerah Eabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah EKabupaten
Demadc;

. Peraturan Daesrah Kabupaten Demak Nomor

12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2, Kualifikasi Pelaksana

. Keterkaitan

4, thmnf&ﬂmgkapun

Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pembatalan atau Penghentian
Surat Ketetapan Pajak Dasrab

Apabila proses terhambat akan lerjadi Kn-n:rpuu.-r
keterlambatan Pembatalan atau Penghentian h.
Surat Ketetapan Pajak Dasrah C. Eunm:r
d. Alat Tulis Kantor
| 5. Peringatan 6. Pencatatan dan Pendataan

a. Melakukan prosedur sesuai S0OF;
b. Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomeor SOP : 014/S0P |BPKPAD
Tgl. Permbunatan :
Tl Revisi
Tel. Efektil
| Meahkan oleh ;
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTIANAH, S.E.

Nama SOP : S0P Pelayanan Cetak
Peia Blok PBB - P2

| 1, Dasar Hukum
i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan

Tanggung Jawab Kegangan Negara;
Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolann Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa

Tertentu atas Tenaga Listrik;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan

Retribugi Daerah;

[ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

g Peraturan Dasrah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daesrah Kabupaten

Demak sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2

Tahun 2020 i{entang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Demalk;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor

12 Tahun 2023 tentang Pajek Daerah dan

Retribusi Dacrah;

-3

h.

2, Kualifikasi Pelaksana
a. Memahami peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolaan
Eeuangan dan Perpajakan
b. Mampu mengoperasikan
perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

4. Peralatan /Perfenghkapan

Apabila proses terhambat akan terjadi a. Komputer
keterlambatan Pelayanan Cetak Peta Blok PBB - b. Printer
P2 c. Scanner
d. Alat Tulis Kantor
5, Peringatan 6. Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlnmbatan Pelayanan Cetak Peta Blok PEB -
ra

¢, Melakukan prosedur sesuai SOP;
d. Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP - 015/S0P /BPKPAD
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi
Tgl. Efektil
Disahkan oleh :
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, 8.E

Mama SOFP S0P Penghapusan
Piutang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah

1. Dasar Hukuam 2. Kualifikasi Pelaksana
i, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ¢. Memahami peraturan perundang -
e Pemeriksaan lolaan  dan undangan tentang Pengelolaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara; Keuangan dan Perpajakan
b. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2022 d. Mampu mengo

tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

¢, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tehun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Dasrah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Dasrah  Eabupsien
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Demak Nomor 2
Tehun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak;

h. Peraturan Daerah Kaebupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

perasikan
perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan  Penghapusan Piutang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

4. Peralatan /Perlengkapan
a. Komputer
b. Printer
c. Scanner
d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keteriambatan  Penghapusan Piutang Paiak
Daerah dan Retribusi Daerah

6. Pencatatan dan Pendataan
f. Melakukan prosedur sesuai SOF;
b. Mengarsip dokumen
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MNomor SOP : 017 /SOP /BPEPAD
Tgl. Pembuatan ¢
Tgl. Revisi 4
Tgl. Efektil :
Disehkan oleh :

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.
Nama SOP ; S0P Pengawasan
Pemungutan PBBR - P2
1. Dasar Hukum 2. Kualifikasi Peloksann

a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaen Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangen Pemerintah
Pusat dan Daerah;

¢. Peraturean Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolasan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

e. Peératuran Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang FPembentuken dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

i Memahami peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolaan
Keuangan dan Perpajakan

b. Mampu mengoperasikan
perangkat teknologl informasd/IT.

3. Keterkaitan

4. Peralatan/ Perlengkapan

Apabila proses terhambat akan terjadi &, Komputer
keterlambatan Pengawasan Pemungutan FBB - b. Printer
P2 c. Beanner
d. Alat Tulis Eantor
| 5. Peringatan 6. Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses terhambat akan terjadi
keteriambatan Pengawasan Pemungutan FBB -
P2

a. Melakukan prosedur sesuai SOP;
b. Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP : 018/50PF /BPKFAD
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi
Tel. Efelktil
Disghkan oleh :
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTTANAH, S.E.

Nama SOP: S0P Pengurangan
BPHTB

1. Dasar Hukum

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungen Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemunguian Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

e, Peraturan Pemerintah Nomor 353 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubshan Atas
Peraturan Daerah Kebupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demalk:;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah;

13, Kuslifias Pelakeans

3. Keterkaitan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pengurangan BPFHTB

4. Peralatan /Perlengkapan
a. Komputer
b, Printer
e, Scanner
d. Atat Tulis Kantor

5. Peringatan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pengurangan BPFHTB

6, Pencatatan dan Pendataan
n. Melakukan prosedur sesuai SOP;
b. Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP 1 D19/S0P /BPKPAD
Tgl. Pembuatan 2
Tgl. Revisi
Tgl. Efelkctil
Disahkan aleh
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Nama SOP : S0P Pengurangan atau
Penghapusan Denda Administrasi

1.

Dasar Hulkum

a. Undang-Undang Nomor
tentang Pemeriksasn  Pengelolaan  dan
Tanggung Jawab Keuangen Negara;

b. Undang-Undang WNomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungen Keuangan Pemerintah
Pusat dan Deerah;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 12- Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu ates Tenaga Listrik;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Deerah dan
Retribusi Dasrah;

. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Eabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dasrah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah  EKabupaten
Demak;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daesrah;

15 Tabun 2004

2, Kualifikasi Pelaksana
fa. Memahami peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolaan
Eeuangan dan Perpajakan
b. Mampu mengoperasikan
perangkat teknologl informasd/IT.

. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pengurangan atau Penghapusan
Denda Administrasi

4. Peralatan/ Perlengkapan

g&. komputer
b. Printer

C. Scanner
d. Alat Tulis Kantor

e

Peringaten e
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pengurangan atau Penghapusan

Denda Administrami

6. Pencatatan dan Pendataan
a, Melakukan prosedur sesuai S0P,
b. Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Momor SOP : 020/S0P [BPEKPAD
Tgl. Pembuatan 1
Tel. Revisi
Tel. Efektil
Disahkan oleh :
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Nama SOP : S0P Update Berkala
Data Wajib Pajak [ PBB - P2 )

1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan HKeuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

e, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pgjak Daerah dan
Retribusi Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tehun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomaor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Busunan Perangkat Daerah Eabupaten

Demak sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Alas

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Demal;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor

12 Tahun 2023 tentang Pajak Daersh dan

Retribusi Dasrah;

3. Keterkaitan 4. Peralatan/Perlengkapan
Apabila proses terhambat akan terjadi a. Komputer
keterlambatan Update Berkala Data Wajib b. Printer
Pajak | PBB - P2 | ¢. Scanner

d. Alat Tulis Kantor
5. Peringatan 6. Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Update Berkala Data Wajib Pajak
{PEB - P2

g, Melakukan prosedur sesuai S0P,
b. Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP : 021 /SOP | BPKPAD
Tel. Pembuatan =
Tel Revisi
Tel. Efektil
“Disahkan oleh :
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Nams S0P ;
Pajak Dasrah

S0P Penagihan Plutang

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan  Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

e, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolean Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Daerah  Kabupaten

Demak se telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tenteng Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daecrah Kabupaten

Demal;

. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajek Daerah dan

2. Kualifikasi Pelaksana

a. Memahami peraturan perundang —
undangan tentang Pengelolaan
Keuangan dan Perpajakan

b. Mampu mengoperasikan
perangkat teknologl informasi/IT.

Retribusi Daerah;

. Keterkaitan 4. Peralatan /Perlengkapan
Apabila proses terhambat akan terjadi a. Komputer
keterlambatan  Update Berkala Data Wagib b. Printer
Pajak { PBH - P2 ) ©.  Scanner

d. Alat Tulis KEantor
. Peringatan 6. Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Update Berkala Data Wajib Pajak
[FPBE -P2 )

¢, Melakukan prosedur sesuai SOP;
d. Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor S0P : 022 /S0P [BPKPAD |
Tgl. Pembustan '
Tgl. Revisi
Tgl. Efeletil
Disahkan oleh :
BUPATI DEMAEK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, SE.

Nama SOP : S0P Pemungutan dan
Penelitian S8PD Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Terintegrasi dengan Perubahan Data FBB
P2

1.

3.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tangeung Jawabh Keuangan Negara,

b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tenitang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrilc;

€. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Busunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demal;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

2. Kualifikasi Pelaksana
a. Memahami peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolaan
Keuangan dan Perpajakan
b. Mampu mengoperasikan
perangkat teknologi informasi/TT.

Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pemungutan dan Penelitian
8SPD Bea Perolechan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) Terintegrasi dengan
Perubahan Data PBB P2

4, Peralatan /Perlengkapan
e. Komputer
b. Printer
¢. Scanner
d. Alat Tulis Kantor

Peringatan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pemungutan dan Penelitian
S5PD Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB| Terintegrasi dengan
Perubahan Data PBB P2

6. Pencatatan dan Pendataarn
a, Melakukan prosedur sesuai SOF;
b. Mengarsip dokumen




Pemungutan dan Penelitinn S8PD Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Terintegrasi dengan Perubahan Data PBB P2
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Nomaor SOP : 023/S0P /BPKPAD |
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh :
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BUPATI DEMAK,

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
dr. Hj. EISTIANAH, S.E.

Nama SOF : S0P Pembetulan SPPT

1. Dasar Hukum 2. Kualifikasi Pelaksana
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 n, Memahami peraturan perundang -
tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan undangan tentang Pengelolaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara; Keuangan dan Perpajakan
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 b. Mampu mengoperaaikan
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah perangkat teknologi informasi/IT.

Pusat dan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

#. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

{. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Deerah Kabupaten
Demal;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tehun 2023 tentang Pajak Daeah dan
Retribusi Daerah;

3. Keterkaitan 4. Peralatan / Perlengkapan
Apabila proses terhambat akan terjadi a. Komputer
keterlambatan Pembetulan SPPT b. Printer
¢. Scanner
d. Alat Tulis Kantor
5. Peringatan 6. Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses terhambat akan terjadi 8. Melakukan prosedur sesuai SOP,

keterlambatan Pembetulan SPPT b, Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP - 024/S0OP /BPKPAD
Tel. Permnbuatan i
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif .
Disahkan oleh -
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, 8.E.

Nama SOF : SOP Pembatalan SPPT

1. Dasar Hukum

[

b

I.ilndan;; Undang Nomor 15 Tahun 2004
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tnnmmg,.hmh Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Dacral;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Duerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrk;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Dasrah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tehun 2016 tentang Pembentuken dan
Busunan Perangkat Daerash Kabupaten
Demak sebagaimansa telah diubsh dengan
Peraturen Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demalk;

. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor

12 Tahun 2033 tentang Pajak Deerah dan

Retribusi Daesrah;

. Keterkaitan 4. Peralatan / Perlengkapan
Apabila proses terhambat akan terjadi i Romputer
keterlambatan Pembatalan SPPT b. Printer

c. Scanner

d. Alat Tulis Kantor

. Permgatan

Apabila proses terhambat akan terjadi
keteriambatan Pembatalan SPPT

6. Pencatatan dan Pendataan
a. Melakukan prosedur sesuai SOP,
b. Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP . 025/SOP |BPKPAD |
Tgl Pembuatan |

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTPANAH, S.E.

MNama S0P : S0P Pemberian Informasi
PEB-P2

. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negar;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2032
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Dasriah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

¢. Pernturan Pemerintah NMomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g- Peraturan Dasrah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Deerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demals;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tehun 2023 tentang Pajak Daecrmh dan
Retribusgi Daerah;

2. Kualifikasi Pelaksana
a. Memahami peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolaan
Keuangan dan Perpajakan
k. Mampu mengoperasikan
perangkat teknologi informasi/TT.

. Reterloadtan

Apabila proses terhambat akan  terjadi |

keterlambatan Pemberian Informasi PEB-P2

4, Peralatan /Perlengkapan
g. Komputer
b. Printer
&, SCannsr
d. Alat Tulis Kantor

. Permmgatan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pemberian Informasi PBB-P2

B, Pencatatan dan Pendataan
a. Melakukan prosedur sesuai SOP;
b. Mengarsip dokumen




Pemberian Informasi PEB-P2
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Disahkan oleh :

Nomor SOP : 026/ 80P /BPKPAD
Tel. Pembuatan .

Tel. Revisi
Tel. Efeltif

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Nama SOP SOP Mutasi
Obyek / Subyek Pajak PBB - P2

1. Dasar Hukum

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab KEeuangan Negara;

b. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keusngan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelotaan Kenangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tenteng Pemunguian Pajak Barang dan Jasa
Tertentu aias Tennga Listrik;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Deerah dan
Retribusi Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tehun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Dasrah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Eabupaten Demak Nomor 2
Tehun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Peérangkat Daerah Kabupaien
Demak;

h. Peraturan Daerah Eabupaten Déemak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2. Kualifiknsi Pelaksana

| 3. Keterkaitan
Apabila prosea terhambat akan terjadi
l:l;.im‘hmhnlﬂn Mutasi Obyek /Subvek Pajak PBB

4. Peralatan/ Perlengkapan
8. Komputer
b. Printer
€. Scanner
d. Alat Tulia Kantor

5. Peringatan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Mutasi Obyek /Subyek Pajak PER
- P2

6. Pencatatan dan Pendatasn
a. Melakukan prosedur sesual S0P,
b. Mengarsip dokumen




Mutasi Obyek/Subyek Pajak PBB - P2
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
FENDAFATAN DAN ASET DAERAH

Nomar SOP : 027 /S0P /BPKPAD
Tel. Pembuatan :
Tgl. Revisi ;
Tgl. Efektif
Disahkan oleh :
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Nama SOP ;
Tempa

S0P Penundasn Jatuh

1. Dasar Hukum

8. Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2004
tenteng Pemeriksaan  Pengelolann dan
Tanggung Jowab Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2032
tentang Hubungan KEeuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;
Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2033
tentang Ketentuan Umum Pajak Daesrah dan
Retribusi Dasrah;
[, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teéknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 t{entang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Deerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak;
Peraturan Daerdah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 20323 tentang Pajak Daerah dan

b.

d,

h.

2. Kuslifikasi Pelaksana

perangkat teknologl informasi /TT.

3. Keterkaitan
Apabila proses fterhambat akan
keterlambatan Penundaan Jatuh Tempo

terjadi

4. Peralatan /Perlengkapan
8. Kompuier
b. Printer

Scanner

c.
d, Alat Tulis Kantor

3.
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Penundaan Jatuh Tempo

6. Pencatatan dan Pendataan
e. Melakukan prosedur sesuni S0F;

d. Mengarsip dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP : 028/S0OP [BPEPAD
Tgl. Pembunatan i
Tgl. Revisi -
Tal. Efektif :
Disahkan oleh :
BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, 5.E.

MNama S0P : SOP Pemungutan Pajak
Daerah Official Assesment (Penerbitan
SKFPD dan SSPD)

1. Dasar Hukum

&, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan  Pengelolasn  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Daerah;
¢. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor € Tghun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Liatrik;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tuhun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

fi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dasrah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Permngkat Daerah EKabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Busunan Perangkat Dasrah Eabupaten
Demak;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Deerah;

2. Kunlifikasi Pelaksana

. Memahami pemituran perundang -
undangan tentang Pengelokaan
Eeuangan dan Perpajakan

b, Mampu mengoperasikan
perangkat teknologl informaeasd [T,

. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pemungutan Pajak Daerah
Official Assesment (Penerbitan SKPD dan SSPD)

4, Peralatan/ Perlengkapan
a. Eomputer
b. Printer
c. Scanner
d. Alat Tulis Kantor

. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pemungutan Pagak Daemh
Official Assesment (Penerbitan SKPD dan SSPD)

. Pencatatan dan Pendataan
a. Melakukan prosedur sesuai SOP;
b, Mengarsip dokumon




Pemungutan Pajak Daerah Official Assesment (Penerbitan SKPD dan SSPD)
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revial

Tel. Efeletif

: 029 /80P /BPKPAD

Disahkan oleh

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTIANAH, S.E.

Nama SOF : SOP Pemungutan Pajak
Daerah Self Asseament (Penerbitan S5PD)

1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 1 Tehun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pemungutan Pqﬁk ﬂnmng dan Jasa

Tertentu atas Tenaga Listrik

Peraturan Pemerintah Hmm 35 Tahun 2023

tentang Ketentuan Umum Pajak Deerah dan

Retribusi Dasrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Daerah  Kabupaten

Demak sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Demalk;

Peraturan Deerah Kabupaten Demak Nomor

12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

h.

perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan 4. Peralatan/Perlengkapan
Apabila proses terhambat akan terjadi a. Komputer
keterlambatan Pemungutan Pgjak Daerah Self b. Printer
Assesment (Penerbitan S8PD) ¢, Scanner

d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan
Apabila proses terhambat akan terfadi
keterlambatan Pemungutan Pajak Daerah Sell
Asssament [Penerbitan 88PD)

6. Pencatatan dan Pendataan
a. Melakukan prosedur sesuai SOP;
b. Mengarsip dokumen




Pemungutan Pajak Daerah Self Assesment (Penerbitan SSPD)|
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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Nomaor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi

Tel. Efeltil

» 030/S0P [BPKPAD

Disahkan aleh

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Nama SOP
P

S0P Pengurangan PBEB-

1. Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemerksasn  Pengelolaan  dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan .Jasa
Tertentu atas Tenagn Listrik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

f, Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Demak sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2

Tahun 2030 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5

Tehun 2016 tentang Pembentikan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Demak;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

2. Kualifiknsi Pelaksana
i, Memahami peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolann
Keuangan dan Perpajakan
b. Mampu mengoperasikan
perangkal teknologi informasi/IT.

. Keterkaitan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pengurangan PBB-F2

4_ Peralatan/Perlengkapan
a. Komputer
b. Printer
. Scanner
d. Alat Tulis Kantor

. Peringatan
Apabila proses terhambat nkan terjacdi
keterlambatan Pengurangan PBB-P2

6. Pencatatan dan Pendataan
a. Melakukan prosedur sesuai SOF,

b, Mengarsip dokumen




Pengurangan PHB-P2
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Nomor SOP : 031 /80P /BPKPAD
Tgl. Pembuatan .
Tgl. Revisi
Tgl. Efektil
Dizahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAEK,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.
Nama S0P : S0P Pelayanan Salinan
SPPT
1. Dasar Hukum 2. Kualifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Nomor 15 Tehun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tshun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

¢, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan KEeuangan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Tenaga Listrik;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Deerah dan
Eetribusi Dasrah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tehun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembeniukan dan
Busunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daesrah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Dsersh Kabupaten
Demal;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

a. Memahami peraturan perundang -
undangan tentang Pengelolaan
Keuangan dan Perpajakan

b. Mampu mengoperasikan
perangkat teknologl informeasi /T,

! Retribusi Daerah;

3. Keterkaitan 4. PeralatanPerlengkapan
Apabila proses terhambat akan terjadi 8. Komputer
ketertambatan Pelayanan Salinan S8PPT b. Printer

£ Scanner

d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan
Apabila proses terhambat akan terjadi
keterlambatan Pelayvanan Salinan SPPT

6, Pencatatan dan Pendataan
a. Melakukan prosedur sesuai S0OP;

b. Mengarsip dokumen




Pelayanan Salinan SPPT
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BUPATI DEMAK,




